
YOGYA (KR) - Harus ada satu kesepa-

haman unsur penegak hukum yang ter-

diri  Polri, Kejaksaan Agung  dan  Mahka-

mah Agung untuk memastikan agar jus-

tice collaborator (JC) bisa mendapat per-

lakuan khusus dengan keringanan hu-

kuman pidana. Sebab, sebagai saksi pela-

ku, JC memberikan informasi signifikan

tentang sebuah perkara yang bisa menje-

rat pelaku utama dan pelaku lainnya.

"Kami usulkan setidaknya hukuman

maksimal beratnya sama dengan tuntut-

an jaksa. Karena sebelumnya dalam ka-

sus Djoko Tjandra saksi Tommy Sumardi

selaku JC malah dihukum lebih berat 2

tahun dari tuntutan jaksa 1,5 tahun,"

ungkap Ketua Indonesia Police Watch

Sugeng Teguh Santoso SH dalam Seminar

Nasional  JC dalam Perspektif Hukum Pi-

dana, Rabu (12/10) di Gedung Pascasar-

jana Universitas Muhammadiyah Yogya-

karta (UMY).

Seminar yang dihelat Prodi Hukum

Program Magister bekerja sama dengan

Peradi Pergerakan DPC Wates ini, juga

menghadirkan narasumber Kapolda DIY

Irjen Pol Drs Asep Suhendar MSi yang di-

wakili staf, Dosen Hukum Pidana Prodi

Hukum Magister UMY Dr Yeni Widowaty

SH MHum dan Sekjen Peradi Pergerakan

M Syafei SH MSc.  

"JC sebagai saksi pelaku harus dengan

iktikad baik, jangan sampai gagal dalam

penuntutan. Bisa jadi ketika orang yang

dilaporkan punya lobi kuat bisa dibebas-

kan," jelasnya.

Kegiatan secara offline dan online ini di-

ikuti 400 orang dibuka Kaprodi Magister

Hukum Dr Nanik Prasetyo Ningsih SH

MH. "UMY berharap kerja sama dengan

DPP Peradi Pergerakan dalam bidang

Pendidikan Penelitian dan Pengabdian

terus berlanjut," ungkapnya.

Ketua Peradi Pergerakan DPC Wates,

Dadang Danie SH melalui Sekretaris

Saiful Bahri Pelu SH MH berharap semi-

nar ini ada kejelasan posisi JC dalam setiap

proses pidana,  "Karena selama ini masih

belum ada kejelasan dengan posisi dan per-

lindungan hukumnya," tegasnya.     (Vin)-f
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HARUS DIBERLAKUKAN KHUSUS

’JC’ Berikan Informasi Signifikan

PEMILU 2024, POLITIK IDENTITAS JANGAN TERULANG LAGI

Ormas Terjebak pada Orientasi Politik

"Hasil LID BIN, sejumlah organisa-

si masyarakat yang menjadi mitra pe-

merintah terjebak pada orientasi poli-

tik yang berpotensi melawan pemerin-

tah. Bahkan di antara organisasi ter-

indikasi berhubungan dengan negara

lain," ungkap Kepala Badan Intelijen

Daerah (Kabinda) DIY, Brigjen Pol Dr

Andry Wibowo SIK MH MSi saat

menjadi narasumber FGD 'Dinamika

Sosial Politik Menyongsong Pemilu

2024' yang diselenggarakan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kes-

bangpol) DIY, Rabu (12/10). Selain

Kabinda DIY, narasumber lain yang

tampil yakni Wakil Ketua Forum Ke-

rukunan Umat Beriman (FKUB) DIY

Dr Gregorius Sri Nurhartanto SH

LLM, Perwakilan Ombudsman RI

DIY, Budhi Masthuri, Koordinator

Fungsi Sosial Badan Pusat Statistik

(BPS) DIY Soman Wisnu Darma.

Melihat gejala ini, kata Kabinda

DIY, hendaknya Badan Kesbangpol

DIY lebih waspada dan cermat dalam

memantau perkembangan tersebut.

"Perlu melakukan konsolidasi dan

pembinaan lanjutan terhadap ormas

agar bisa ikut mendukung pemerin-

tah," ujar Adry Wibowo.

Sedangkan dinamika aktivitas poli-

tik terkait Pemilu, yakni berupa ke-

giatan relawan Capres, berupa dekla-

rasi di DIY. Saat ini yang terpantau,

yakni deklarasi relawan terhadap Gan-

jar Pranowo, Anies Baswedan, Muhai-

min Iskandan dan Airlangga Hartarto.

Sri Nurhartanto berharap dalam

Pemilu 2024 tidak muncul politik

identitas. Pengalaman Pilkada DIY

beberapa waktu yang lalu (2017) dan

Pemilu Presiden 2019, telah menim-

bulkan 'luka' di kalangan penduduk

DKI khususnya dan Indonesia pada

umumnya. (Jon) -d

KR-Antara/Hendra Nurdiyansyah

FESTIVAL SENI CAHAYA: Pengunjung melihat karya pada Festival Seni Cahaya SUMONAR 2022 di

Jogja National Museum, Yogyakarta, Rabu (12/10). Festival Seni Cahaya SUMONAR 2022 bertajuk

Metamorpholux 'Theatrica Realismus' merepresentasikan transformasi seni cahaya yang terjadi sela-

ma dan pascapandemi. 

YOGYA (KR) - Semakin mendekati Pemilihan Umum
(Pemilu) diharapkan kondisi politik dan keamanan berjalan
dengan baik. Sehingga pesta demokrasi yang berjalan
nantinya di tahun 2024 sukses seperti diharapkan. Namun
demikian, Badan Intelijen Daerah (Binda) DIY menangkap
gejala adanya organisasi masyarakat yang terjebak pada
orientasi politik.

DIDAKWA LAKUKAN UJARAN KEBENCIAN

Roy Suryo Terancam Hukuman 5 Tahun
JAKARTA (KR) - Sidang perdana de-

ngan terdakwa Roy Suryo digelar di

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

Koordinator Jaksa Penuntut Umum

(JPU) Tri Anggoro Putri saat membaca-

kan dakwaan mengungkapkan, mantan

Menteri Pemuda dan Olahraga (Men-

pora) itu didakwa melakukan ujaran

kebencian dan penodaan agama terkait

kasus meme stupa mirip Presiden Joko

Widodo (Jokowi).

"Mendakwa terdakwa Roy Suryo mela-

kukan ujaran kebencian dan penodaan

agama. Oleh karena itu, terdakwa didak-

wa melanggar Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal

45 A UU No 19 Tahun 2016 tentang pe-

rubahan atas UU No 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik," kata JPU saat membacakan

dakwaan di PN Jakarta Barat, Rabu

(12/10).

Selain itu, dakwaan jaksa menyebut-

kan, terdakwa juga melanggar Pasal

156A UU Hukum Pidana atau ketiga pa-

sal 15 UU No 1, tahun 1946 tentang per-

aturan hukum pidana. Dalam perkara

ini, jaksa mendakwakan dalam bentuk

dakwaan alternatif.

Jaksa Tri menjelaskan, Roy Suryo di-

dakwa dengan pasal pertama lantaran

dianggap menyebarkan informasi tidak

benar terkait kenaikan harga tiket Candi

Borobudur dan tidak memiliki kapasitas

menjelaskan makna stupa pada Candi

Borobudur.

Selain itu, Roy Suryo didakwa dengan

Pasal 156A UU Hukum Pidana karena

dianggap melukai perasaan atau per-

buatan yang bersifat permusuhan, pe-

nyalahgunaan atau penodaan terhadap

agama yang dianut di Indonesia.

"Ketiga Roy Suryo didakwa melanggar

Pasal 19 UU No 1 tahun 1946 lantaran

dianggap menyiarkan kabar tidak pasti

atau kabar berlebihan atau yang tidak

lengkap, kabar demikian mudah dapat

menerbitkan keonaran di kalangan rak-

yat," kata jaksa. (Ful)-f


